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MONOPOLI DALAM EKONOMI ISLAM DAN UU No.5

TAHUN 1999 TENTANG MONOPOLI DAN

PERSAINGAN TIDAK SEHAT

A. Ekonomi Islam
1. Pengertian Ekonomi Islam
Beberapa pengertian ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para ahli
ekonomi Islam :'
a. M. Abdul Manan
Adalah Ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-
masalah ekonomi masyarakat yang dipahami oleh nilai-nilai Islam.
b. M. Najetullah Ash-siddiqy
Adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada
masa tertentu. Dalam usaha ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan As-

Sunnah, akal (ijtihad) dan pengalaman.

c. Kursyid Ahmad

! Edwin, Mustafa Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, h.16
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Adalah sebuah wusaha sistematis untuk memahami masalah-
masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam
perspektif Islam.

Jadi ekonomi Islam adalah segala hal yang berhubungan dengan
kegiatan ekonomi yang pelaksanaannya sesuai dengan ajaran Islam.”

Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, dunia Islam
mempunyai syitem perekonomian yang berbasis nilai-nilai syariah yang
bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist serta dilengkapi dengan Al-Ijma' dan
Al-Qiyas. Sistem perekonomian Islam saat ini lebih dikenal dengan istilah

sistem ekonomi syariah.

. Karakteristik Ekonomi Islam

Sebelum membahas karakteristik ekoniomi Islam. Adapun tujuan
daripada ekonomi Islam adalah untuk mewujudkan perikehidupan ekonomi
manusia yang makmur, damai dan maju, relatif menjamin kemerdekaan
memilih jenis barang dan jasa, memilih sistem dan organisasi produksi
maupun memilih distribusi mandiri dan tidak menimbulkan kerusakan di
bumi. Selain itu, ada juga tujuan-tujuan lainnya yakni :*

a. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam (dasar

pemikiran QS. Al-bagarah: 2 dan 168, Al-Maidah: 87-88, Al-jumu'ah: 10)

? http://www.aleenangel.blogs.com. Diakses Tanggal 20 Aguatus 2008
31y -
Ibid.
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b. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan
keadilan dan persaudaraan yang universal (QS. Al-hujurah: 13, Al-
maidah: 8, Asy-syu'ara: 183).

c. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata (QS.
Al-an'am: 165, An-nahl: 71, dan Az-zukhruf: 32).

d. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial (QS.

Ar-Ra'du: 36, Lugman: 22).

Beberapa karakterisrik ekonomi Islam sebagai berikut :*
a. Harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan kahalifah atas harta.

Karakteristik ini ada dua bagian yaitu : Pertama, semua benda

maupun alat produksi adalah milik (kepunyaan Allah), firman Allah dalam
QS. Al-Bagarah: 284 :°

o 5833 o W88 8 ) 5338 ()l a0 o Wy ) 8 Al

oot U8 (ol AT 2L 1 Lids ) (o s Al Jls)

o

" Kepunyaan Allahlah apa yang ada di langit dan apa yag ada di bumi.
Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu
menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan
kamu tentang perbuatan itu. Maka Allah mempunyai siapa yang di
kehendakinya dan menyiksa siapa yang di kehendakinya, dan Allah maha
kuasa atas segala sesuatu”.

4 Edwin, Mustafa Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, h.18
*Depag RI, AI-Qur'an Dan Terjemhannya, h.50
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Kedua, manusia adalah khalifah atas harta miliknya. Diantara ayat
yag menjelaskan fungsi manusia sebagai khalifah Allah atas harta adalah

firman Allah dalam QS. Al-Hadid: 7:°

K 5 0 4 (il 2R e ) sy 4l 525 ATl 15
S Tal el )l

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah
sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.

Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan nafkahkanlah
(sebagian) dari hartanya mempreroleh pahala yang besar ".

Berdasarkan ayat di atas, jelaslah perbedaan antara status

kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya.
b. Ekonomi terikat dengan aqidah, syariah (Hukum), dan moral.

Hubungan ekonomi Islam dengan akidah Islam tampak jelas dalam
banyak hal, hubungan ekonomi Islam dengan aqidah dan syariah tersebut
memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi ibadah.
Sedangkan di antara bukti hubungan ekonomi dan moral dalam Islam
adalah :

1) Larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat
menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan dalam
masyarakat.

2) Larangan malakukan penipuan dalam transaksi

®Ibid, h.539
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3) Larangan menimbun emas dan perak atau sarana-sarana moneter
lainnya, sehingga mncegah peredaran uang, karena uang sangat di
perlukan buat mewujudkan kemakmuran perekonomian dalam
masyarakat.

4) Larangan melakukan pemborosan, karena akan menghancurkan
individu dalam masyarakat.

c. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan

Sesuungguhnya Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia
dan akhirat. Setiap aktivits manusia di dunia akan berdampak pada
kehidupanya kelak di akhirat. Oleh krena itu, aktivits kehidupan tidak
boleh mengorbankan kehidupan akhirat.

d. Ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan dengan
kepentingan umum.

Arti keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah Islam tidak
mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-
batasan tertentu, termasuk dalam bidang hak milik. Hanya keadilan yang
dapat melindungi keseimbangan antara batasan-batasan yang di tetapkan
dalam sistem Islam untuk kepemilikan individu dan umum.

Dasar altruistik  tidak sesuai dengan perusahaan yang
mementingkan keuntungan yang maksimum’ bagi diri sendiri, karena

norma Islam meletakkan kepentingn umum dan kebaikan sosial melebihi

" M. Najetullah Siddiqy, Kegiatan Ekonomi Dalam Islam, h. 72
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kepentingan dan kepuasan pribadi. Maka dasar ini mungkin juga untuk di
laksanakan.

Dalam keadaan tertentu, apabila kepentingan sosial yang utama
memerlukan penggunaan dasar yang demikian, maka dasar tersebut
menjadi untuk di laksanakan.

Dalam keadaan yang biasapun, seorang pengusaha yang takut akan
Allah untuk menjalankan dasar yang mempunyai kepentingan sosial dan
bersimpati pada pihak lain. Allah telah menerangkan tingkah laku seorang
Islam yang baik sebagai berikut :

Firman Allah surat Al-Hasyr : 9 :*

O Vs pel) Dala B (g sand 26l (e lally I 1517538 003

i OS5 T g & Lo (% 1 o3l e daln a ) sdia 8

BENAS SE AP P PRSP IS IEN
"Dan orang-orang yang Telah menempati kota Madinah dan Telah
beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka
(Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin).
dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka
terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin);, dan
mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri,
sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari
kekikiran dirinya, mereka Itulah orang orang yang beruntung”.

Adapun karakteristik ekonomi Islam menurut Marthon :

¥ Depag RI, 4I-Qur'an Dan Terjemahannya, h. 547
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1) Kebebasan Berekonomi

Dalam kerangka merealisasikan konsep kebebasan individu
pada kegiatan ekonomi kapitalisme menekankan prinsip persamaan
bagi setiap indiividu masyarakat dalam kegiatan ekonomi secara bebas
untuk meraih kekayaan.’

Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu
keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan
hidupnya ' . Dengan kebebasan ini manusia dapat bebas
mengoptimalkan potensinya. Kebebasan manusia dalam Islam di
dasarkan atas nilai-nilai tauhid suatu nilai yang membebaskan dari
segala sesuatu, kecuali Allah.

Dalam ekonomi Islam, kebebasan merupakan hal esensial
karena sah tidaknya suatu akad terletak pada kebebasan untuk
meneruskan atau tidak aktivitas ekonomi tersebut. Kerelaan menjadi
kunci pokok kesahan sebuah transaksi dan ketidakrelaan yang
digambarka dengan kebatilan dalam Al-Qur'an juga merupakan
ketidaksahan suatu transaksi ekonomi. Dalam surat An-nisa' :29 :''
B 0588 o U el 2865 &Il ) LS Y 1580 ) Ll

Loy oK R Al &) RKtl ) S8 Ty o8yl i e

’ Edwin, Mustafa Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, h. 30
19 Heri, Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam, h.105
""Depag RI, AI-Qur'an Dan Terjemahannya, h. 84
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"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang kamu suka sama suka di antara kamu. Dan jaganlah
kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha
penyayang kepadamu ".

Dengan demikian, dapat dinyatakan esensi kebebasan transaksi
bisnis dalam Islam terkait dengan kerelaan untuk memilih (freedom of
choise) antara melaksanakan transaksi atau tidak dengan pertimbangan
ada tidaknya dan bukan sebaliknya.'?

2) Dualisme Kepemilikan

Konsep keseimbagan merupakan karakteristik dasar ekonomi
Islam, karena Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan
seimbang. Salah satu wujud keseimbangan kepemilikan publik
merupakan kepemilikan yang secara akal telah di tentukan oleh
syari'ah. Asas dan pijakan kepemilikan publik adalah kemaslahatan
bersama'”.

3) Menjaga kemaslahatan individu dan bersama

Kemaslahatan individu tidak boleh di korbankan demi
kemaslahatan bersama atau sebaliknya. Untuk itu di perlukan instansi
untuk mengatur kamaslahatan masyarakat. Al-hisbah merupakan

instansi keuangan dalam penerintahan Islam yang berfungsi sebaai

pengawas atas segala kegiatan ekonomi.

"2 1dri, Tutik Tri Wulan Tutik, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, h. 75
'3 http://www.aleenangel.blogs.com. Diakses Tanggal 20 Agustus 2008.
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3. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Dalam MUamalah ada beberapa kegiatan yang diubenci oleh Allah
Karena Kezaliman Diantaranya :

a. Penimbunan (Ikhtikar).

b. Tidak boleh menawarkan sesuatu yang tidak ingin dibeli dan
menaikkan harga barang karena kesukaan pembeli terhadapnya.

c. Hendaklah bersikap baik (ihsan), yaitu tidak menipu orang lain.
Termasuk Thsan adalah membatalkan pembelian orang yang meminta
pembeliannya.

d. Hendaknya perdagangan tidak menyibukkan dirimu dari mencari
keuntungan di dunia tetapi kehilangan modal di akhirat."*

Dalam ekonomi Islam juga terdapat etika yang menjelaskan etika
bisnis dalam Islam . Pengertian etika adalah a code or set of principles which
people live (keadaan atau seperangkat prinsip yang mengatur hidup
manusia)"”. Etika adalah bagian dari filsafat yang membahs secara rasional
dan kritis tentang nilai, norma dan moralitas.

Bisnis dan perdagangan termasuk dalam kegiatan manusia yang
terpenting, dan manusia adalah makhluk yang memerlukan teman dan

kelompok. Bisnis dan perdagangan diperlukan karena tidak ada seorangpun

4 Al- Gahzali, Mutiara Thya’ Ulumuddin,h. 139-141
15710:
Ibid
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yang hidup dengan sempurna. Oleh karena itu, manusia saling memerlukan
bekerjsama dan saling tolong menolong. '°

Di bawah ini beberapa etika bisnis dalam Islam : !’

a. Kewajiban agama lebih utama

b. Saling rela. Kegiatan bisnis harus di jalankan oleh pihak-pihak yang
terlibat atas dasar suka sama suka, tidak boleh di lakukan atas dasar
paksaan, tipudaya, kezaliman, menguntungkan salah satu pihak di atas
kerugian pihak lain

c. Jauhkan melakukan riba

d. Tidak menipu

e. Tidak mengurangi timbangan, takaran, dan ukuran.

f. Tidak menjual belikan yang haram.

g. Ikhtikar atau menimbun atau monopoli.

Islam memberikan jaminan kebebasan pasar dan kebebasan individu
untuk melekukan bisnis, namun Islam melarang prilaku mementingkan diri
sendiri, mengeksploitasi keadaan pada umumnya di dorong oleh sifat tamak
dan loba sehingga menyulitkan dan menyusahkan orang banyak.

Monopoli sering juga disebut dengan comen-marketing '*, adalah

akuisi perdagangan bebas dan menghambat manusia untuk mendapatkan

"http://www.muslimabipraya.wordpress.com. Diakses Tanggal 25 November 2008.
17 :

Ibid
18 Ahmad Mustagq, Etika Bisnis Dalam Islam, h. 148
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harga yang adil dan sesuai, maka jelaslah monopoli ini bertentagan dengan
ajaran [slam . Islam menginginkan harga yang adil dan fair.
Adapun panduan Nabi Muhammad dalam bisnis diantaranya : '°

a. Prinsip esensial dalm bisnis adalah kejujuran.

b. Tidak melakukan sumpah palsu

c. Tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain

d. Tidak monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah
melegitimasi monopoli dan oligopoly. Contoh yang sederhana adalah
eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial seperti air,
udara, tanah, dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral.
Individu tersebut mengurangi kentungan secara priaadi, tanpa memberi
kesempatan kepada orang lain, ini di larang dalam Islam.

e. Komoditas barang yang di jual halal

f. Bisnis yang dilaksanakan bersih dari riba.

B. Mekanisme Pasar Islami
1. Pengertian Mekanisme Pasar
Mekanisme pasar adalah suatu mekanisme untuk menjalankan

aktivitas perekonomian dalam rangka mengadakan penyesuaian atas gejolak-

9 http://www.agustianto.nuriah.com. Diakses Tanggal 5 November 2008.
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gejolak yang timbul dalam sistem tersebut dan melakukannya secara otomatis
tanpa campur tangan aktif dari kekuasaan tertentu dalam setiap kasus.*’
Mekanisme pasar cenderung untuk menyesuaikan jumlah barang yang
diminta (demand) dan jumlah yang ditawarkan (supply) sehingga
memungkinkan penggunaan sumber yang tertib untuk pemenuhan kebutuhan.
Dalam mekanisme pasar terdapat nilai-nilai positif dan nilai negatif.
Menurut Sadono Sukirno, nilai-nilai positif dari mekanisme pasar di
antaranya:
a) Pasar dapat memberikan informasi yang lebih tepat
b) Pasar memberikan rangsangan untuk mengembangkan kegiatan usaha.
¢) Pasar memberikan rangsangan untuk memperoleh keahlian modern
d) Pasar menggalakkan penggunan barang dan faktor produksi secara efisien
e) Pasar memberikan kebebasan yang tinggi terhadap masyarakat untuk
melakukan kegiatan ekonomi.*’
Sedangkan nilai-nilai negatifnya antara lain :
a) Kebebasan yang tidak terbatas menindas golongan tertentu
b) Kegiatan ekonomi sangat tidak stabil keadaannya
¢) Sistem pasar dapat menimbulkan monopoli
d) Mekanisme pasar tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang secara

efisien

29 1dri, Titik Tri Wulan Tutik, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, h. 127
*' Ibid h. 128



29

e) Kegiatan konsumen dan produsen mungkin menimbulkan eksternalitas
yang merugikan.

Mekanisme pasar yang dibangun Islam berdasarkan norma-norma
ajaran Islam yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi. Dalam Islam yang
diperlukan adalah suatu bentuk penggunaan nilai tertentu dan kerja yang
produktif harus disusun sedemikian rupa untuk mencapai sistem operasional
yang Islami. %

Mekanisme pasar yang Islami, menurut Ibnu Taimiyah sebagaiman
dijelaskan M. B. Hendi Anto, memiliki kriteria sebagai berikut :

a) Orang-orang harus bebas keluar masuk pasar. Memaksa penduduk
menjual barang-barang dagangan tanpa dasar kewajiban untuk menjual
merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.

b) Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar sehingga segala
bentuk kolusi antara orang-orang profesional atau kelompok para penjual
dan pembeli tidak diperbolehkan. Pemerintah boleh ikut campur bila unsur
monopolistik ini terjadi.

c) Dalam batas kebebasan ini, kenaikan san penurunan permintaan maupun

penawaran disebabkan oleh harga-harga tersebut.

22 M. Najetullah Siddiqi, Kegiatan Ekonomi Dalam Islam, h. 90
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d) Setiap penyimpangan dari kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah
palsu, penimbangan yang tidak tepat, dan niat buruk dikecam oleh ajaran
Islam.”

Konsep Pasar Bebas

Mekanisme pasar terkait erat dengan pasar bebas, yaitu sistem dimana
setiap orang dibiarkan memilih pekerjaan sendiri sesuai keinginannya dan
setiap orang dibiarkan menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk
mencapai tujuan masing-masing.

Dalam mekanisme pasar, salah satu factor yang perlu diperhatikan
adalah tujuan. Biasanya, tujuan produsen dalam usaha mereka adalah
memaksimumkan keuntungan. Motif untuk mendapatkan keuntungan yang
maksimum, para produsen harus mengamalkan kaidah produksi yang paling
efisien dan menempatkan perusahaan mereka pada tempat yang paling
sesuai.”*

Dalam ekonomi Islam keseimbangan pasar mempertimbangkan
beberapa hal :

a. Dalam konsep Islam monopoli, duopoly, oligopoli tidak dilarang
keberadaanya selama mereka tidak mengambil keuntungan di atas

keuntungan normal.

2 1dri, Titik Tri Wulan Tutik, Prinsio-prinsip Ekonomi Islam,h. 130
# M. Najetullah Siddiqi, Kegiatan Ekonomi Dalam Islam, h. 82
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b. Kondisi pasar yang kompetitif mendorong segala sesuatunya menjadi
terbuka.

c. Konsep Islam melarang penimbunan karena alasan untuk mencari
keuntungan dari kalangan barang di pasar.

d. Islam melarang kaum muslimin untuk berbuat curang. »°

C. Usaha Monopoli
1. Pengertian Monopoli
Pengertian praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh
satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan
atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan
usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Dan persaingan
tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan
produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara
tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha .
2. Dasar Hukum Larangan Monopoli
Dasar hukum larangan perbuatan monopoli atau ketidakbolehan
penumpukan harta ini didasarkan kepada ketentuan Allah dalam surah A!/-

Hasyr ayat 7:

2 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam, h. 216
26 Lanny, kusumawati, Hukum Persaingan Usaha, h. 101
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Ay A 5 L 40l R A e Al e A0 G L
(S A8 Ly 28 L (0 A5 (0 Y 18 ) iy S
) s AT ) AT ) g ) 66 Al IS U 8 5048

Artinya “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada
RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka
adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang
miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan
beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan
Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka
tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat

27
keras hukumannya.

Kata (43%) adalah sesuatu yang beredar dan diperoleh secara silih
brtganti. Firmannya : (eszsQ '»‘«LHGU\ O ‘ujs u;s:‘ P é) bermaksud

menegaskan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan
kekuasaan sekelompok manusia, tetapi ia harus beredar sehingga didikmati
oleh semua anggota masyarakat. Penggalan ayat ini bukan saja membatalkan
tadisi masyarakat tradisi masyarakat Jahiliah, di mana kepala suku mengambil
seperempat dari paerolehan harta, lalu membagi selebihnya suka hati, bukan
saja membatalkan itu, tetapi juga ia telah menjadi prinsip dasar islam dalam
bidang ekonomi dan keseimbangan peredaran harta bagi segenap anggota
masyarakat, walaupun tentunya tidak berarti menghapuskan kepemilikan

pribadi atau pemnagiannya harus selalu sama.*®

27 Suhrawardi K Lubis, Hukum Ekonomi Islam, h. 7
% M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, h.59-60
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Dengan penggalan ayat ini, Islam menolak segala bentuk monopoli,
karena sejak semula Al-Qur’an menetapkan bahwa harta memiliki fungsi
sosial.”’

Dalam tafsir lainnya kaidah pertama adalah kaidah penataan sistem
ekonomi yang mewakili salah satu bagian besar dari asas-asas sistem ekonomi
Islam. Jadi, setiap sistem yang bertujuan agar harta benda hanya beredar di
antara orang-orang yang kaya saja aalah sistem yang bertentangan dengan tata
ekonomi Islami sebagaiman ia pun bertentangan dengan tujuan puncak dari
sistem sosial kemasyarakatan.*

Setiap ikatan dan muamalah dalam masyarakat Islami harus diatur.
Sehingga, tidak menciptakan kondisi seperti ini, lalu mempertahankannya bila
sudah terbentuk.’'

Sesungguhnya Islam sangan mendoron manusia sebagai subjek
ekonomi mendapatkan akses ekonomi yang seluas-luasnya selama tidak
bertentangan dengn prinsip-prinsip Islam. Ibn Taimiyah dalam A/l-hisbah fil
Islam mengatakan ” sesungguhnya Islam mendorong terjadiinya kebebasan
dalam aktivitas ekonomi sepanjang tidak bertentangn dengan Islam .

Dan atas dasar istinbat telah dijadikan dasar prinsip-prinsip syari’at

sebagai berikut :

* Tbid.
3 Tafsir Fi Zhilail Qur’an, Jilid 11, h.212
31 gt
Ibid.
32 http;//www.monopolidalamhukumpositifdanhukumislam.com. diakses tanggal 30
Desember 2008
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Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

. Ciri-ciri Pasar Monopoli

Pasar monopoli mempunyai beberapa cirri, diantaranya yaitu:

a. Penguasaan pasar sepenuhnya oleh satu produsen tanpa ada saingannya.
b. Dalam pasar monopoli juga tidak boleh ada barang pengganti.
c. Halangan bagi saingan baru harus dipertahankan .**

Namun demikian sangat sulit ditemui bahwa dalam suatu
perekonomian yang saling tergantung, ada seseorang yang dapat menjual
suatu produk yang ada penggantinya. Tentu saja barang pengganti itu sangat
dimungkinkan ada walau tidak mirip.’

. Penyebab Terjadinya Monopoli

Monopoli bisa terjadi karena beberapa sebab, yakni:
Pertama, adanya penguasaan bahan mentah.
Kedua, timbulnya monopoli dapat berupa tindakan yuridis yaiotu
diperolehnya hak patent untuk sesuatu produk atau proses produksi.
Ketiga, Monopoli dapat diperoleh pula secara institusioonal, misalnya
memberi lisensi untuk perusahaan tunggal.
Keempat, Monopoli dapat diperoleh secara alamiah menurut pengertian

ekonomis.>

3 Al- Ghazali, Mutiara Thya’ Ulumuddin. h.98
34 Sudarsono, Pengantar Ekonomi Mikro, h.263-264
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5. Pendapatan Harga Dan Marjinal

Dalam ekonomi Islam tidak dikenal sikap mendua itu. Siapapun boleh
berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual ( monopoli ) atau ada
penjual lain. Jadi monopoli sah-sah saja. Akan tetapi, siapa pun dia tidak
boleh melakukan ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan
normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih
tinggi atau istilah ekonominya monopoly's rent. Inilah indahnya Islam :
monopoli boleh, monopoly s rent tidak boleh.*

Berlainan dengan ekonomi konvensional, ketika monopoli
menentukan harga pada saat biaya marginal sama dengan pendapatan margin
(MC=MR). Ini berarti ia akan menjual lebih sedikit barang dengan harga yang
lebih tinggi karena tidak ada penjual lain, keuntungan berlebih ini dapat
digunakan untuk menghalangi masuknya pesaing baru. Sedangkan dalam
ekonomi Islam orang yang memonopoli menentukan harga pada saat biaya
marginal sama dengan pendapat marginal (MC=MR) atau lebih lazim dikenal
pada saat penawaran sama dengan permintaan. Akan tetapi, karena tidak ada
entry-barries, pedagang lain dapat masuk ke pasar sehingga terdapat banyak
pedagang. Dalam istilah ekonominya, ini disebut Competitive Market. Dalam

pasar seperti ini, pedagang menjadi price-taker.

3 Ibid, h.264
3¢ Adiwarman Aswar Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, h. 30
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Lebih jauh lagi, karena Islam membolehkan siapapun memasuki bisnis
apa saja yang halal, tidaklah dikenal adanya halangan masuk bagi pesaing
baru. Dengan masuknya pesaing-pesaing baru, penawaran akan makin banyak
sehingga si penjual menentukan harga pada saat biaya marginal sama dengan
biaya rata-rata sama dengan pendapatan rata-rata (MC=ATC=AR). Artinya, ia
akan menjual selama biaya yang dikeluarkannya akan di tutupi oleh
pendapatannya.

Jelaslah, Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk
menentukan harga, sekaligus melindungi hak keduanya atau istilah figihnya
haqqal goir muh{afaz{un alaihi syar an. Inilah yang kita harapkan dari Perpu
persaingan hak seseorang untuk berbisnis dibuka lebar tanpa terlalu banyak
campur tangan pemerintah, sekaligus melindungi hak orang lain. Dengan
demikian pemerintah berfungsi tasarruf al-imam ala arra’iyah manut{un bil-
maslah{ah selalu mengacu pada kemaslahatan orang banyak tanpa harus
bersikap mendua.

. Pengaruh Monopoli dan Peran Pemerintah

Karena dalam monopoli kekuasaan pengusaha tunggal pada suatu
pasar dapat menjadi amat besar, maka biasanya pemerintah ikut campur
tangan dalam sector yang dikuasai oleh monopoli tersebut untuk mencegah
jangan sampai besarnya kekuasaan tersebut disalahgunakan. Ada beberapa

cara bentuk campur tangan pemerintah tersebut, diantaranya:



37

Pertama, pemerintah dapat membuat undang-undang yang melarang
adanya monopoli dan atau kolusi diantara para pengusaha yang mempunyai
akibat yang sama dengan monopoli. Pemerintah dan lembaga peradilan tidak
boleh ragu-ragu di dalam menegakkan hukum, apalagi tunduk terhadap
desakan Negara-negara luar, pemerintah harus memiliki keyakinan bahwa
rakyat akan selalu mendukung jika pemerintah konsisten menegakkan hukum
tanpa pandang bulu, meskipun pada akhirnya harus berhadapan dengan
kekuatan dan tekanan asing.’’

Kedua, pemerintah dapat mengusahakan sendiri bidang usaha ini.

Secara universal, Islam menggariskan suatu kebijakan bahwa seorang
muslim tidak mendapatkan harta dengan semaunya sendiri. Ada cara yang
sesuai syari'at dan ada yang tidak relevan, selaras dengan kemaslahatan
umum. Semua sistem untuk mendapatkan keuntungan yang hanya
memberikan manfaat secara individu dan merugikan orang banyak, di anggap
tidak sesuai dengan kaidah syari'at. **

Dalam perekonomian Islam yang terpenting ialah keinginan untuk
mencapai keuntungan social yang sebanyak-banyaknya. Karena itu tiap
kegiatan ekonomi yang mungkin merintangi tercapainya tujuan ini tidak dapat

dinyatakan bersifat Islami.”’

37 http:/rinfisite.com/?p=24 diakses pada tanggal 25 Mei 2008
3 Yusuf Qardhawi, Halal Dan Haram, h. 168
3% Abdul Manan, Teori Dan Praktek Ekonomi Islam, h.290
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Banyak keuntungan teoritik sistem usaha bebas yang bergantung pada
asumsi tersirat yaitu terdapatnya persaingan bebas. Kegiatan kapitalisme yang
menambah kekuasaan dan pengaruh perserikatan, kartel dan monopoli-
monopoli raksasa. Para konsumen, pekerja miskin, dan masyarakat secara
keseluruhan pun menjadi korban dari suatu tatanan yang telah
memperlihatkan tiadanya harmoni antara kepentingan pribadi dan sosial,
antara milik pribadi dan sosial.

Yang akan dikemukakan disini ialah bahwa suatu tatanan ekonomi
yang didominasi monopoli merupakan suatu yang berlawanan dengan prinsip
untuk mencari keuntungan sosial sebanyak-banyaknya yang diusulkan agar
dicapai oleh Negara Islam.*’

Dan pada buku lain dijelaskan bahwa dalam ekonomi Islam siapapun
boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau
ada penjual lain. Jadi, monopoli sah-sah saja. Akan tetapi, siapapun dia tidak
boleh melakukan ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan
normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih
tinggi."!

Persaingan terjadi tidak saja dilakukan melalui harga, namun dapat

dilakukan melalui bukan harga **. Jenis persaingan non harga dapat dilakukan

0 Ibid, h.291
1 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, h.30
42 Al-gifari, Ekonomi Mikro Teori Dan Kasus, h. 249
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oleh perusahaan yang bersaing dengan melalui variasi produk, yaitu melalui

kerjasama guna untuk memasarkan produknya.

D. Hukum Perjanjian Menurut UU No.5 Tahun 1999 Tentang Monopoli Dan
Persaingan Tidak Sehat
1. Pengertian Perjanjian

Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih
yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas
prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.*

Dalam perikatan terdapat suatu perjanjian, perjanjian merupakan
perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu
atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak
tertulis.**

Perjanjian merupakan perbuatan yang mengikat para pihak yang
membuatnya laksana suatu undang-undang, namun semua perjanjian yang
telah dibuat sah demi hukum. Ketentuan pasal 1320 KUHPER mensyaratkan
dipenuhinya empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian:*

a) Adanya kesepakatan bebas dari para pihak yang berjanji
b) Adanya kecakapan untuk bertindak dari para pihak yang berjanji

¢) Adanya sesuatu obyek yang diperjanjikan

* Mariam Darus, Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, h. 3
* Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, h. 21
* Subekti, KUHPer, h. 339
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d) Adanya perjanjian tersebut adalah yang di perkenankan, baik oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk
kebiasaan dan kepatutan hukum.

. Macam-macam Perjanjian Yang Dilarang

Dalam dunia usaha seringkali terjadi perjanjian-perjanjian yang tidak

sesuai dengan norma hukum. Dalam undang-undang No.5 Tahun 1999

terdapay 11 pasal yang dilarang oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain.

Perjanjian yang dilarang tersebut diantaranya :

a) Oligopoly (Pasal 4)

b) Penetapan harga (Pasal 5)

¢) Diskriminasi harga dan diskon (Pasal 6-8)

d) Pembagian wilayah (pasal 9)

e) Pemboikotan (Pasal 10)

f) Kartel (Pasal 11)

g) Trust (Pasal 12)

h) Oligopsoni (Pasal 13)

1) Intregasi vertical (Pasal 14)

j) Perjanjian tertutup (Pasal 15)

k) Perjanjian dengan luar negeri (Pasal 16).*°

% Tim Srikandi, Undang-undang No.5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli, h. 11
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Kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan
pesaingan usaha tidak sehat juga dilarang dalam Undang-Undang No.5 Tahun
1999 Tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

a. Penguasaan atas produksi dan pemasaran barang dan atau jasa (kegiatan
monopoli)

b. Penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau
jasa dalam pasar bersangkutan(kegiatan monopsoni)

c. Penolakan atau penghalangan pengusaha tertentu untuk melakukan
kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan, penghalangan
konsumen atau pelanggan pelaku wusaha pesaingnya untuk tidak
melakukan hubungan usaha dengan pengusaha pesaing, pembatasan
peredaran atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan,
praktek monopoli terhadap pengusaha tertentu, jual rugi atau penetapan
harga yang sangat rendah untuk menyingkirkan atau mematikan usaha
pesaingnya di pasar yang bersangkutan, dan kecurangan dalam
menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dan
atau jasa (kegiatan penguasaan pasar)

d. Persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan
pemenang tender dan atau untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha
pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan dan atau

menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku
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usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang
ditawarkan atau dipasok di pasar yang bersangkutan menjadi berkurang,
baik dari jumlah, kualitas, maupun ketetapan waktu yang dipersyaratkan
(kegiatan persekongkolan)*’

kecuali untuk jenis-jenis perjanjian tertentu (sebagaimana diatur dalam
pasal 5, 6, 10, dan 15 UU), pada prinsipnya obyek yang dilarang bukanlah
suatu obyek larangan yang bersifat mutlak dan tidak dapat di tawar-tawar
kembali. Suatu persyaratan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pengertian praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh
satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan
atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan
usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Dan persaingan
tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan produksi
dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak

jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha **.

4 Kwik Kian Gie, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, h. 209
48 Lanny, kusumawati, Hukum Persaingan Usaha, h. 101



